RORE- - | KEPUTUSAN g
.~ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S
PINTU

NOMOR :503/421.9/01/DPM-PTSP/VIL/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP SWASTA NURUN NAHDLATAIN
ISLAMIC BOARDING SCHOOL RAHA
JLMADE SABARA KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU
KABUPATEN MUNA

Menimbang - a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah
Kecamatan Batatalaiworu, dan untuk mendekatkan pelayanan
Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan,
maka perlu Pembentukan dan atau pendirian Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School
Raha(NNIBS) di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya
tampung siswa

b bahwa di Kecamatan Batatalaiworu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi
Tenggara, memiliki 4 (Empat) Sekolah Dasar Neger dan 1 (satu) Sekolah
Dasar Swasla sebagai Sekolah Pendukung berdinnya Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdlatain Islamic Boarding School Raha;

c bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesual Akte Pendinan
Yayasan Birrul Walidain Nomor 17 tanggal 22 April 2019, periu dibentuk
Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun
Nahdlatain Islamic Boarding School Raha(NNIBS), dengan memberikan

|zin Operasional

d bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka !
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nurun Nahdiatain Islamic '
Boarding School Raha(NNIBS) di jalan Made Sabara Kelurahan Laiworu
Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi
berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pen Kabupaten
Muna Nomor. 421.3/1301 Tanggal 23 Jui 2019,

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,
¢, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna,

e

Mengingat 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan 'ﬁ._-. 31 ;_:‘,_%
daerah Tingkat |l di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indone
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

Nomor 1822), I; i

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia NOmOF A4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint:
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Memperhatikan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Peraikaits
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional, VS

11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Baru. '

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/d29/012/2004
tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang
Spektrum Keahlhan SMP

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kab. Muna;

19. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera Tatakerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

20. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang _Pnndallgaqiﬂn
Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Muna,

1. Permohonan lzin Operasional EMPI Swasta Nurun Nahdiatain Islami .
Boarding School Raha(NNIBS) dari Ketua Yayasan Pendidikan Nurun
Nahdlatain Nomor 421/1300/2019 Tanggal 23 Juli Tahun 2019, |

mmmsmswmmmm-
£ Boarding School Raha (NNIBS) Tahun Ajaran 2018-2019;

3. Daftar Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)Swasta Nurun
slamic Boarding School Raha(NNIBS); e

4 Surat Keterangan domisili Yayasan Birrul Raha/ SMP S
Lurah Laiworu Nomor 593/193/LWR/2019 Tanggal 23 Juli
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Dalam hal pelaksanaan proses belajar m -
“ I I-uhpg!un]m m T |_ .
KEEMPAT - Penyelenggara berkewajiban mnhtult Iq:nhn

perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kapahm

Kabupaten Muna. |
KELIMA - Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan m

mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.
KEENAM . Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan H
dicabut kembali sesuai dengan peraturan perunﬁng-undmm
berlaku

KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Raha
Pada Tanggal - 24 Juli 2019

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2 Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendan,
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